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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena campur tanganNya saja maka buku berjudul
Pendidikan Anak Pulau dapat terselesaikan dengan baik. Buku
ini menggambarkan kondisi pendidikan yang ada di
Indonesia, khususnya di daerah terpencil, lebih khusus di
pulau-pulau kecil yang di alami anak-anak pulau yang
tinggal di daerah pesisir. Buku ini menggambarkan budaya,
kebersamaan masyarakat pesisir dan kondisi pulau yang
jauh dari pulau administrasi.

Buku ini juga menjelaskan adanya kepincangan dalam
dunia pendidikan bagi anak-anak pulau dalam hal
mendapatkan pendidikan yang layak sesuai hak yang telah
dijamin dalam hukum. Selain itu, meminta peran aktif
pemerintah dalam hal mendukung dan
mengimplementasikan program pendidikan bagi anak di
pulau-pulau kecil dan pesisir. Harapan kami, buku ini dapat
memberikan manfaat bagi peningkatan pendidikan anak
pulau di Indonesia, menjadi referensi dan perhatian bagi
guru yang memiliki panggilan mengabdi di pulau-pulau
kecil, dan menjadi informasi bagi praktisi pendidikan dan
masyarakat umum demi untuk mendukung wusaha
peningkatan kualitas pendidikan bagi anak di pulau-pulau
kecil.

Ambon, Oktober 2023
Vensca Eksi Silahooy, S.Si., C.SM
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BABI1
PULAU-PULAU KECIL

A. Definisi Pulau-pulau Kecil

Pulau-pulau kecil didefenisikan berdasarkan dua kriteria
utama yaitu luas dan jumlah penduduk yang menghuninya.
Pulau kecil adalah pulau yang luasnya lebih kecil atau sama
dengan 2.000 km? (dua ribu kilometer persegi) beserta
kesatuan  ekosistemnya.  Pulau-pulau  kecil  dapat
didefinisikan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, sosial,
biologi dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
Selain itu, definisi pulau-pulau kecil dianut secara Nasional
sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
RI, Nomor. 41 tahun 2000 jo Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan RI, Nomor. 67 tahun 2002 adalah pulau yang
berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km? dengan
jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa.
Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya
alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan
sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia
di masa yang akan datang. Pulau-pulau kecil memiliki
potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung
oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, pertahanan
dan keamanan.

Namun banyak sekali pulau yang tidak berpenghuni,
kualitas SDM yang terbatas, budaya, adat dan kebiasaan
yang unik dan ketergantungan ekonomi pada luar pulau
(pulau induk). Pulau kecil dapat dicirikan sebagai suatu
wilayah yang memiliki sumber daya hayati laut dan pesisir.

Pendidikan Anak Pulau Pendidikan Anak Pulau



BAB?2
BUDAYA ANAK PULAU

A. Tradisi Bermain

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari
kumpulan berbagai suku bangsa yang tersebar pada pulau-
pulau di Indonesia dan memiliki tradisi, bahasa, sistem adat
dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sebagai bangsa yang
berbudaya dan merdeka, maka bangsa Indonesia
berlandaskan pada pascasila yang di pancasila yang
dipandang sebagai panduan dalam membentuk nilai-nilai
dan norma-norma yang mendasari kehidupan bangsa dan
bernegara.  Nilai-nilai pancasila ini dapat dilihat dari
perilaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang
pluralism, baik pada tingkat pergaulan anak-anak maupun
tradisi bermain anak-anak.

Dalam pengertiannya tradisi dipahami sebagai suatu
kebiasaan hidup yang dilakukan berulang-ulang oleh
sekelompok orang, untuk sesuatu hal yang mempunyai
nilai-nilai yang dipercaya sebagai sesuatu yang baik dan
dapat dilakukan terus menerus dari kegeneras ke generasi.
Pendapat penulis ini diperkuat dengan pendapat menurut
Fitriyani yang mengatakan bahwa radisi adalah sesuatu
yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus
berdasarkan keyakinan terhadap sebuah hal dengan tujuan
tertentu dan mempunyai filosofis dapat membantu
kebudayaan bahkan adat, selanjutnya membangun persepsi
yang menghasilkan pola perilaku khas (tradisi) dalam
masyarakat (Fitriyani dkk., 2019).
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Terdapat banyak bentuk tradisi bermain anak-anak
dalam kehidupan masyarakt di Indonesia, baik dalam
bentuk tradisional maupun yang modern. Bermain adalah
aktifitas yang sudah tidak asing lagi didengar khusussnya
bagi anak-anak, menurut penulis bermain adalah sebuah
aktifitas yang dilakukan anak-anak bertujuan mengisi
waktu, atau sersenang-senang di luar rumah. Sehingga
tradisi bermain yang turun temurun disebut sebagai
permainan  tradisional, = permainan tradisoonal ini
menentukan keberadaan sebagai identitas masyarakat
tradisional dalam sebuah bangsa. Pengaruh dari permainan
tradisional bagi anak-anak antara lain untuk menjadikan
anak lebih kreatif, dan mengembangkan pemikiran anak
agar anak bisa mengembangkan kecerdasan anak, baik
intelektual anak, logika berpikir anak, emosional anak,
spiritual anak, dan natural anak.

Sehingga tradisi bermain merupakan suatu bentuk
kebiasaan diri yang sangat berguna bagi anak untuk
menguasai dirinya untuk melawan kecemasan dan konflik
dalam kehidupan sehari-hari anak, serta mempunyai nilai
sosialiasi yang tinggi.Bermain merupakan kolerasi yang
berguna bagi anak usia 3 sampai 10 tahun agar memberikan
kesadaran tentang kehidupan.

Permainan tradisional masih digunakan anak-anak yang
tinggal di daerah pesisir, anak-anak yang tinggal pada
daerah besisir banyak tradisi bermain yang dilakukan karena
kondisi lingkungan dimana mereka tinggal. Sebagian besar
anak-anak yang tinggal di daerah pesisir mengenal
permainan tradisional, permainan yang sering dimainkan
anak-anak pesisir antara lain:

Pendidikan Anak Pulau



BAB3
ANAK PULAU SEBAGAI
GENERASI PENERUS

A. Anak Yang Sehat

Menjaga kesehatan anak sudah menjadi tanggung jawab
orang tua, karena kesehatan merupakan faktor penting
dalam mendukung tumbuh kembang anak juga kesiapannya
untuk bersekolah agar nantinya tidak gampang sakit. Masa
lima tahun pertama anak merupakan masa yang krusial
dalam pertumbuhan anak, pada usia ini anak sedang aktif-
aktifnya mengeksplorasi banyak hal. Anak yang aktif
termasuk dalam ciri-ciri anak yang sehat. Keaktifan tersebut
akan membantu anak dalam perkembangan Kkognitif,
motorik, mental, dan sosial. Selain itu, terdapat ciri-ciri anak
sehat lainnya yang perlu diketahui, yaitu:

1. Tumbuh kembang anak sesuai usianya.

2. Mempunyai postur tubuh yang tegak.

3. Memiliki rambut, kulit, dan kuku yang bersih.

4. Nafsu makan anak baik dan buang air besar teratur.
5

Mampu Dbergerak dan aktif, hingga kemampuan
bicara sesuai dengan usianya.

6. Dapat tidur cukup dan nyenyak.

Orang tua mempunyai peran penting terhadap
kesehatan anaknya, dengan caranya tersendiri dalam
mlakukannya. Strategi pengasuhan orang tua yang positif
dapat menyebabkan anak bertumbuh dan berkembang
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dengan optimal, bahagia, dan sehat. Menjaga kesehatan anak
menjelang masuk prasekolah, bukan hanya dengan cara
memberinya makanan bernutrisi, tapi terdapat ragam aspek
lain yang harus dilakukan, yaitu:

1. Memberikan makanan bergizi

Memberikan makanan bergizi seimbang dalam porsi
yang tepat serta frekuensi yang teratur menjadi cara
penting agar anak tetap sehat dan aktif selama
beraktivitas. Sebab, pola makan yang teratur dan bergizi
seimbang akan membantu memperbaiki status gizi dan
memperkuat imunitas tubuh anak.

Misalnya, makan makanan tinggi protein dan zat
besi seperti daging sapi serta sumber serat prebiotik
akan membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya
agar tidak mudah sakit selama di sekolah nanti.
Sementara itu, memberikan makanan tinggi omega-3
dan omega-6 akan membantu mengoptimalkan
keterampilan kognitif dan daya pikir anak di prasekolah
nanti. Selain itu, penting untuk memperhatikan batasan
konsumsi gula, garam, dan minyak agar anak tetap sehat
dan terjaga gizinya.

2. Memberikan susu

Tips agar anak tidak gampang sakit selanjutnya ialah
memastikannya terus meminum susu. Memasuki masa
prasekolah, bukan berarti anak otomatis jadi berhenti
minum susu. Justru di rentang umur 3 - 5 tahun inilah
peran susu menjadi semakin penting sebagai bekal
terbaiknya untuk terus mengoptimalkan daya pikir dan
winning skills anak. Apalagi di dalam susu juga terdapat
kandungan DHA serta asam lemak omega-3 dan 6 yang
dikenal baik bagi perkembangan kognitif anak usia 3

Pendidikan Anak Pulau



BAB 4
PENDIDIKAN BAGI ANAK PULAU

Pendidikan memiliki peran penting bagi kelangsungan
hidup manusia karena dengan mengikuti proses pendidikan
maka manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang
buruk, dan mengetahui mana yang benar dan yang salah.
Namun, belum adanya kesadaran masyarakat yang baik
tentang pentingnya pendidikan menyebabkan masih
banyaknya anak yang belum bersekolah. Kesadaran adalah
perasaan sadar akan tingkah laku untuk menentukan pilihan
pribadi tentang baik dan buruk. George Herbert Mead
menyatakan teori tentang manusia yang disebut teori mead.
Teori Mead berkembang dalam konteks alam pikiran dari
teori darwin (pencetus teori evolusi).

Manusia adalah makhluk yang sangat rasional dan
menyadari keberadaan dirinya. Tiap tindakan yang
dilakukan oleh manusia benar-benar disadari dan
dimengerti oleh manusia. Abraham Maslow dalam teorinya
humasnistik mengemukakan tentang kesadaran diri yaitu
mengerti dan memahami diri sendiri, bagaimana menjadi
diri sendiri, apa potensi yang dimiliki, gaya apa yang
dimiliki, apa langkah-langkah yang dapat diambil, apa yang
dirasakan, nilai-nilai apa yang dimiliki dan yakini, kearah
mana perkembangan yang akan dituju.

Mendatu (2010), mengemukakan kesadaran diri adalah
keadaan dimana seseorang bisa memahaminya dirinya
sendiri dengan setepat-tepatnya. seseorang disebut memiliki
kesadaran diri jika seseorang tersebut memahami emosi dan
mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi
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mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang
nyata. Sedangkan kesadaran masyarakat diartikan sebagai
sekumpulan individu-individu yang hidup secara bersama,
memperoleh kepentingan bersama yang diatur sesuai norma
yang berlaku dan adat istiadat dalam komunitas tersebut.
Oleh karena itu, kesadaran masyarakat adalah kondisi
dimana masyarakat menyadari akan hak dan kewajiban
sebagai warga negara dan makhluk sosial.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya.
Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan merupakan
tuntunan yang diberikan kepada murid, sehingga dapat
diartikan bahwa pendidikan merupakan usaha yang
terencana dengan suasana belajar yang nyaman dalam
menciptakan keaktifan dan kreatifitasan peserta didik dalam
pembelajaran.

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa
yang diamanahkan kepada orangtuanya. Pendidikan bagi
anak merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap
orangtua untuk memberikannya. Di beberapa daerah banyak
anak belum mendapatkan pendidikan dengan baik.
Faktor ekonomi =~ merupakan salah  satu  indikator
menurunnya reaksi masyarakat terhadap perkembangan
pendidikan. Masyarakat telah menyadari bahwa pendidikan
bagi anak sangat penting namun keberlangsungan hidup
mereka belum tercukupi sehingga mengesampingkan hak
pendidikan anak. Faktor lainnya adalah mendapatkan
pekerjaan pasca mendapatkan ijazah. Menurut masyarakat,
pendidikan tidak menjamin dapat memperoleh pekerjaan
yang layak. Jenjang pendidikan orangtua juga
mempengaruhi sehingga anak juga mengikuti jejak bahwa
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dan bakat anggota masyarakat, sehingga bermanfaat
bagi masyarakat sekitar.

4. Satuan Pendidikan sejenis adalah pendidikan non formal
yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cakupannya
luas dan memerlukan sandaran hukum. Contohnya
adalah pra sekolah (kelompok bermain anak, day care,
padepokan pencak silat, sanggar tari, sanggar kesenian,
balai latihan dan penyuluhan, kepramukaan, dan lain
sebagainya.

Ciri ciri pendidikan non formal adalah:
1. Memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan.

2. Berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat
mengontrol aktivitas belajar.

3.  Waktu pembelajaran tidak mempengaruhi

4. Kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang
menentukan

5. Hubungan guru dan siswa bersifat mendatar
6. Jjazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa

Pendidikan non formal tidak mengenal kelas atau
jenjang seperti pendidikan formal. Waktu dan tempat belajar
dari pendidikan non formal disesuaikan dengan situasi dan
kondisi peserta didik dan lingkungannya. Tujuan dari
pendidikan non formal adalah menaikkan status sosial atau
menciptakan lapangan pekerjaan.
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BABS
TANTANGAN PENDIDIKAN
ANAK PULAU

Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga
dikenal sebagai negara maritim yaitu negara yang memiliki
masyarakat bahari dengan jumlah kepulauan 17.508 serta
garis pantai 81.000 Km2 dan 5,8 juta Km2 (Budiharsono,
2001). Fakta memperlihatkan lebih dari sepertiga atau sama
dengan 5.300.000 masyarakat pesisir yang menggantungkan
hidupnya dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan
pulau kecil masih miskin, yang tersebar di 8.090 desa pesisir
yang hampir 80%nya berada di wilayah timur Indonesia
(Walhi, 2004).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan
pesisir yang terbentang luas mengelilingi Indonesia. Hal
tersebut juga membuat tidak sedikit masyarakat tinggal di
daerah pesisir dan bermata pencaharian sebagai nelayan.
Masyarakat Desa Pesisir Ditinjau dari segi penghidupan,
secara umum, masyarakat pesisir dibagi dalam beberapa
kelompok (Efrizal, 2007):

1. Masyarakat nelayan tangkap, merupakan kelompok
masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya
adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi
dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap
modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya
kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan
yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.

Pendidikan Anak Pulau



BAB 6
HAK PENDIDIKAN ANAK PULAU

A. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang
mendasar bagi semua manusia. Pendidikan sangatlah
penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang
dengan memberikannya kesempatan yang sama untuk
mengangkat diri serta keluar dari kemiskinan. Menurut
Right to  Education Initiative, pendidikan bukanlah
keistimewaan namun hak asasi manusia yang harus
dipenuhi.

Pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia
berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa
diskriminasi apa pun. Sehingga negara berkewajiban
melindungi, = menghormati, juga memenuhi hak
mendapatkan pendidikan, dan mengawasi pelanggaran
yang terjadi di dalamnya, juga menindaklanjuti
pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Dalam konstitusi
negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal
31 vyaitu: (1) Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan. (2) Setiap negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayai. Kedua ayat pasal
tersebut menunjukkan bahwa semua manusia berhak
mendapatkan pendidikan.

Dalam UUD RI Tahun 1945 bahkan disebutkan bahwa
negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN untuk
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menyelenggarakan  pendidikan  nasional. = Sehingga
pendidikan merupak hak asasi yang benar-benar penting
dan wajib di dapatkan semua manusia. Menurut UNESCO,
yang dimaksud hak atas pendidikan adalah:

1. Pendidikan dasar yang gratis, wajib, dan bersifat
universal

2. Pendidikan menengah, termasuk teknik dan kejuruan
yang tersedia secara umum, dapat diakses oleh semua
atas dasar kapasitas individu yang progresif gratis

3. Pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh semua orang
atas dasar kapasitas individu namun progresif gratis

4. Pendidikan dasar bagi individu yang belum
menyelesaikan pendidikan

Kesempatan pelatihan profesional
Pemerataan mutu pendidikan melalui standar minimal

Pengajaran dan perlengkapan berkualitas untuk guru

® N o O

Sistem fellowship yang memadai dan kondisi materi
untuk staf pengajar

9. Kebebasan memilih

Selain Sembilan hak-hak tersebut, contoh lain dari hak
mendapat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Berhak mengembangkan diri

2. Berhak mengemukakan pendapat

3. Berhak mendapatkan perlindungan

4. Berhak bertanya saat tidak mengerti sesuatu
5

Berhak mendapatkan teman dan bersosialisasi
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21. Pasal 49 ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidikan
dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal
20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada sektor pendidikan.

Dengan demikian maka terhadap upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui pemenuan hak pendidikan
terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan tindak
lanjut dari komitmen pemerintah yang terhadap pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, karena terhadap hak mendapatkan pendidikan
merupakan salah satu hak yang fundamental bagi setiap
warga negara. Dan sangat diharapkan wujud dari kebijakan
hak-hak pendidikan anak maka pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam penyelenggaraanya tidak
diskriminatif terhadap anak pulau kecil yang jauh dari
perhatian pemerintah, dan sudah seharusnya pemerintah
pusat dan pemerintah daerah memberikan pemaknaan yang
mendalam dan merefleksikan kembali sehingga dapat
melakukan  trobosan baru sebagai upaya untuk
meningkatkan mutu pendidikan diberbagai daerah di
Indonesia yang berlaku secara menyeluruh tanpa
membedakan agama, suku, etnis, pekerjaan.
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BAB7
WAJIB BELAJAR
BAGI ANAK PULAU

A. Penerapan Wajib Belajar 9 Tahun

Program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas)
9 tahun sebagai gerakan nasional telah menjadi prioritas
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat
sebagai salah satu komponen yang ikut bertanggung jawab
terhadap keberhasilan pendidikan di tanah air juga terus
diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses
penyelenggaraan pendidikan dimaksud. Selain itu, program
wajib belajar juga merupakan salah satu pengembangan
skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk perluasan
dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga
negara. Kewajiban tersebut merupakan salah satu
pengejawatan isi Pasal 31 UUD RI Tahun 1945 ayat 1 yang
mengatakan bahwa, setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan.

Pengertian wajib belajar sebagaimana di jelaskan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2008 tentang wajib belajar pada Bab I pasal 1 ayat 1 berbunyi:
“Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang
harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung
jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Dan pada ayat 2
disebutkan: “Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan
yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk
Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau
bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama
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BABS3S
PER AN PEMERINTAH
TERHADAP PENDIDIKAN
DI PULAU-PULAU KECIL

Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari
individu atau kelompok sesuai dengan tanggung jawab yang
adapadanya, tanggungjawab yang sangat diharapakan oleh
pihak lain dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan
status yang adapadanya. Mengutip pendapat Ayub ronoh
dalam buku berjudul Kepemimpinan Kharismatis yang
mengatakan bahwa peranan adalah tindakan seseorang
dalam status tertentu (Renoh, 2006). Sehingga dalam
menjalankan peran tersebut wajib dilandaskan dengan
keterampilan, bakat, dan kemampuan yang dimiliki.
Sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah yang
menurut kamus bahasa Indonesia, perintah berarti perkataan
yang menyeluruh melakukan sesuatu yang harus dilakukan.
Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang
diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk
melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam
pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan
individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga
pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga
pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan
individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-
hari sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara
harmonis (Salam, 2007). Adapaun pemerintah dalam arti
luas menurut teori Montesquieu meliputi kekuasaan
eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislative,
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dan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan
kewenangan negara dalam bidang eksekutif saja. Sehingga
jika membahas peran pemerintah terhadap pendidikan di
pulau kecil, maka penulis akan memfokuskan penulisan bab
ini terhadap peran pemerintah berdasarkan konstitusi
Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah
dalam dunia pendidikan. Karena dalam sebuah bangsa yang
maju, pendidikan merupakan peran yang sangat penting
dalam menentukan nasib sebuah bangsa. Bangsa yang
mampu menata pendidikan dengan baik mempunyai
harapan besar dapat merahi kejayaan. Kualitas suatu
generasi ditentukan oleh pendidikannya. Sehingga generasi
yang baik akan menghasilkan generasi yang berkualitas,
sebaliknya jika sistem pendidikan yang tidak baik maka
akan menghasilkan generasi yang tidak mampu bersaing di
kanja nasional maupun internasional.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas telah diundangkan di
dalam Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam konsideren putir
(a) mengatakan: bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejateraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dijabarkan
melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang ada dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 maupun Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem pendidikan Nasional.

Tujuan dari pendidikan juga telah diamanatkan dalam
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PENDIDIKAN

ANAK
PULAU

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya.
Pendidikan merupakan kebutuhan anak bangsa untuk dapat
meningkatkan sumber daya manusianya, dimana pendidikan
harus dirasakan dan dilakoni dari kota sampai ke desa termasuk
di daerah terpencil bahkan di pulau-pulau kecil yang terisolasi
oleh laut dan sungai. Buku ini menjelaskan tentang definisi pulau-
pulau kecil (Bab 1), kebudayaan dalam tradisi anak pulau (Bab 2),
keberadaan anak pulau sebagai generasi penerus bangsa yang
harus memiliki kesehatan yang baik, pintar dan berkarakter (Bab
3). Selain itu, buku ini memuat partisipasi dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan (Bab 4), walaupun
banyak tantangan yang harus dilalui seperti minimnya sarana dan
prasarana pendidikan, minimnya sarana dan prasarana
transportasi darat, laut dan sungai, dan kurangnya layanan
pendidikan (Bab 5). Hal ini merupakan dasar tuntutan kepada
pemerintah terhadap hak pendidikan anak pulau karena hak
pendidikan anak telah diatur dalam undang-undang dan aturan
hukum lainnya di Indonesia (Bab 6). Hak pendidikan ini harus
dibarengi dengan penerapan wajib belajar dan kurikulum yang
sesuai (Bab 7), ditambah peran aktif pemerintah dalam hal
mendukung dan mengimplementasikan program pendidikan
bagi anak di pulau-pulau kecil (Bab 8).
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